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Hukuman bagi Koruptor Dana Bencana Alam Biasa Dinilai Tidak Menimbulkan Efek Jera

Jakarta, 22 Januari 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU PTPK pada Selasa (22/1) pukul 10.00
WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 4/PUU-XVI11/2019 ini diajukan oleh seorang dosen
bernama Jupri, dan dua mahasiswa bernama Ade Putri Lestari dan Oktav Dila Livia. Pemohon
menguji penjelasan terhadap norma Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

e Pasal 2 ayat (2) UU PTPK
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana
mati dapat dijatuhkan.

e Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK

Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku
tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai
dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemohon menyoroti kata “nasional” dalam penjelasan norma tersebut. Menurut Pemohon, pelaku

tindak pidana korupsi dalam dana penanggulangan bencana alam seolah-olah dilindungi oleh

norma di atas sepanjang status bencana alam yang dananya dikorupsikan tersebut tidak ditetapkan

sebagai bencana alam nasional.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa setelah bencana alam yang terjadi di Palu
dan Donggala tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak
pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE) di daerah tersebut.
Pemohon juga menjelaskan temuan lain, yaitu dugaan korupsi di beberapa proyek pembangungan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pemohon berargumen, dengan tidak ditetapkannya status
bencana alam nasional di Palu dan Donggala, Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menjadi tidak dapat
diterapkan.

Selain itu, Pemohon juga berpandangan bahwa tindak pidana korupsi seharusnya termasuk dalam
jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, apalagi
jika hal tersebut dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana alam. Pemohon berargumen
bahwa sanksi pidana hukuman mati seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam
keadaan bencana alam terlepas ditetapkan berstatus nasional atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan kata “nasional’ setelah frasa
“bencana alam” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Raisa)
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